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PARAFHKOORDINASI .
SEN TR S

BUPATI NATUNA,

bahwa dalan rangka memenuln aspek erlib
admimsrrasi dan  cfektifras, prerly ditakuban
penyempurnaan Peraturan Buped Nomor €2 Tahun
2014 tentang Tata Cars Penganggaran, Pelaksanasn dan
Penatavsabhaan, Pertanggungjawaban  dan Pelaporan
Bantuan Keuangarn;

bahwa  berdasackan  pertimbungsan schsgaimsna
dimaksud calam hurul a di amas, perlt menetaplkan
Peraluran Bupati tentang Porabahan Atss Peraturan
Mupall Nomor 42 Tahun 2014 tentang Teta Cara
Perganeesaran, Pelaksanaan den Penalavusahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Baniuan Keudngan,

Undang-Undang Womor 53 Tabun 1999 tentang
Pembeniixan Kabupslen Pelalawan, Kabupaten Hokan
Thilvi, HKabupaten Rokan Hilic, Eabupaten Siak,
Kalipaten Karimun, Eahupaten MNatuna, Kabupaten
Kuantann Singing, dan Kota Batam {Lembaran MNegarg
Eepublik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 181 Tambaben
Lembarzn  Megara Hepulblile Indonesia Nomor  3003)
Scbkegaimana  telan divbabh beberapa kall  erakhir
dengan Undanpg-Undang Nomar 34 Tahun 2008 leriang
Perubahan Kel'ga Mas Undang-undang MNomor 53
Tahun S9Ee tenmang Permbeniukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupalen Eokan Hulu, Kabupaten Bolkan
Hilr, Kubupaten Siak, Kabupaten Karmun, Kabupaten
Matuna, Kabupatcn Kusntan Smgmgl, dan Kota Batam
(Lenmibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
komar 107, Tembmhan Lembaran Negara Repuahlik
Indonesia MNomor 4880);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pemnbentukan DProvins: Kepulauan Risn  [Lembaran
Ivepara Republik Indonesia Tahun 2002 Womor 111,
Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Mornor
42370,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenteng
Kouangan Negara [Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahur 2003 Nomor 47, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Lndanp-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Wepara (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambsalisn Lembwran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahwun 2011 tontang
Pernbenlukan Peraturan Perundang ndangan
[Lembaran MNecpara Ropublik Indoncsia Tahun 2012
Momor #2, Tambahan Lembaran Wepara Repullik
Ilndeonesia Nomor 5234,

5. Undang-Undang Fomor 66 Tabun 2014 tenuang
Pemerintahan Desa [Lembaran  MNegara Republik
Indonesia Tahun 20714 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Ncgara Repuhblik Tndonesia Nomor 5495);

Undeng-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniabian Therah (Lembaran Megara Ropublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Taumbahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
lelah dmbah beberapalkali teralthir dengan Undsog-
Undang Nomaor 9 Tahun 2015 teatang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 leniang
Pemerintahen  Daerah  (Lembaran  Negara Ropublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lemboron
Nepara Republils Indencsia Nomeor S679);

=]

. Peraturan Pemennlah bomor S8 Tahun 2005 tenrang
Pengelolaan  Keuwangan  Dacrah (Lembaran Negara
Fepublik Indeonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negors Hepublik Indonesia Nomor 4578

3. Peraturan Pomcrintah Nemer 72 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemnerintahan Daeralk  |Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomoe 165, Tamnbabian Leinbaran
Nepara Fepuhlik Indonesia Nomor 459735);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentasy
Pembapisan Urusan Pemenniahan antara Pemerintal,
Pemermtahan Dacrah DProvins: dan  [Pomcrintahan
Dacrah Kabupaten/Kota (Lemmbaran MNegara Republik
Indoresia Tahun 2007 Nemeor 82, Tambohan Lembaran
Megara Republik Tndonesia Momor 4737);
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11. Perataran Pemerinteh Nomor 41 Tahun 2007 enlang
Orgarisesi Perangkat  Daecrah [Lembuaran Negara
Republik Indonesia Tabtun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomeor 474 1);

12, Peraluran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 centang
Standar Akuniansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tatnan 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repuahl’l Indencsia Nomor 5165);

13. Peraturar Menteri Dalarm Negeri Nomor 13 Tahun 2006
rentang  cdoman  Penpgelolaan  Keuangan  Dacrah,
zebamaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perauaran Menterl Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011
feritatiy Perubahan  Kedus Atas Peraturan  Menteri
Dalam Negen Momor 13 Tahun 2006 tenlang Pedatnan
Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2011 Nomor 316,

14. Peraluran Deerah Kabupaten Natana Nomor © Tabun
2013 tentang Pokol-pokok  Pongelolaan  Keuangan
Dacrah [Lembaran Daerabh Kabupaicn Natuna Tahun
2013 Nomaor &);

13. Peraturan Bupati Eabupaten Natuna Nomor 23 Tahuh
2014 tentang  Sislem dan Prosedur  Pengelolaan
Keuangon Daeralr [Bonta Daeral Kabupaten MNatuna
Tabnin 2014 Nomor 33},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FERUBAHAN ATAS FPERATURAN RIIPATI NOMOR 42
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGUOARAN,

FELAKSANAAN DAN PEMATALUSALIIAAN,
FPERTANGGUNLIAWABAN DAN PELAPORAN OANTUAN
KELANGAN,

o Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42
Talrin 2014 tertang Tata Cars Pengpanggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Peranggungjawaban dan Pelaporan
Duanluan Keuangan divban schagaa benkul

1. Kectentuan Pasal 13 den Pasal 14 disisipkan 1 (satu]
pasal baru wakni Pasal 13a yang berbunyi sebugai
beriloart

Fasal 134

(1) Tata Carn Pelaksanaan cdan  Penatausahasn
Bantuar Keuangan meliputi yailu:
4. Pembidanpgan Keplatan;
b. Persyaratan Pengavan: darn

i P.!-RAFHmH'njHa ¢. Persyaratan Pencairan
[ S




(2] Tata Cara Pelaksanaan den Penatausahesn
sehagaimana dengan dimaksud dengan pada aval
(1], tercantum dalam Lampiran T Peraturan Bupat
i,

>

Ketentuan pada Lempiran divbah sehingga ketenluan
Lampiran berbunyi sesuai dengan Lampiran Peraturan
Bupari ini.

Pasa] ]I

Feraturan Bupat  ini mulal  berlalu  pada  tanpgal
diandangkan,

Agar  setiap orang  mengetahuitya, memeriniahkan
Pengundangan peraiuran Bupati ini dengan penempatannys
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna,

Dilclapkan di Banai
pada tanggal 27 kpuamr 2005

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 27 WV e

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

STAMSURIZON

BERITA DAERAH KABLPATEN MNATUNA TAHUN 2015
NOMOR Gl
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Lampiran | Peraluran TDupati Natana
homur
Tanesal

PEMBIDANGAN KEGIATAN, PERSYARATAN FENGAJUAN DAN
PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

I. PEMEBIDANGAN KEGIATAN

1.

Bidany Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Urusgzn Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dilaksanakan
oglch Badun Pemberdavaan Masyaraxal dan Pemerintabsn Tess
Kabupaten Natung, antlare lain meliputl kegiaian / program kegiatan
penyelengearsan pemerintah desa dan bamtuan keuangan lannysa
vang berhubunegsn dengan pemerintahan desa Jdan kelurahan,

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Bidang Kesgruan Tangsa dan Polibk dilaksanakan oleh
Bacan Kesatpan Bangsz den Politik Daerah Kabupalen Nanina,
vailu hantuan keuangan untux partai politik schagmimana yang
elab dintur dalam peratiran perundang-undangan yang berlaku,

II. PEREYVARATAN PENGA.JUAN

SKPD terknit dapat mengajukan langsung bantusn keuangan sesuai
dengan ketentuan dan peraluran perundang-undangan yang Derlalas
kepsda Bupati melalui TAPT dengan ketentuan seperld

1.

Persyaratan pengajuan buntuan keuangan untuk Pemerintah

Daerah lainnya

a. Burst crmeaonan tortelis kepada Bupatl ditandatangam dae
dicap oleh pemohon bantusn keuangan, dengan  dilarmpic
proposal vang selcarang-louranomyd rmemusT intormasi
- Maksud dan tujoan pengguriasE;
- Jurnlah bantuan keuangan yang dimnehonkang
- Nomor rekening bank atas nama Pemohon baniuvan keuangan;

b, Salinan/ ioeopy redening bang atas nama Pemobon banoaan
lkeevanean

c. Salinan/ [ocopy KTP vang masih berlazu alas name pemaohan
aclamya banluan keuangsn,

d. Persyaralan lsin vang Jdilentukan olch peraturan den ketentuan
vang berlaliy dari instarsi teknis terkait.

Persyaratan pengajuan bantuan keuvangan untuk Pemeriotah

Desa

a. Sura: pengantar dari SEPD letka’l 1enang fergauan bantuan

keuangan.

. Dihoous.

Trihans.

Sulinan flosocopy  rekening hanle atss nama Desa penerima

bantusan kewangan,

oc. Persyaratan lain yuang ditenickan nleh peraturan dan ketenlusn

i 3
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f. Laporan pertanggungawaban dane barmtuan kevangan tahun

sebelumnya.
3. Persyaratan pengajuan bantuan keuangan untuk Partai Politik

a. Bural pengantar dari SKPD terkair tentang pengajuan bantuan
keyanpan unluk partal politihk.

Ir. Daliar rekapitulasi panal politik yang  mendapat bantuan
kevanpan,

c. Balinan/fotocopy rckening bank alas pama parlal politik
penerima bantuan keuangan,

d. ersyaratan lain vang ditcntukan olch peraluran dan kelentuen
vang berlaku dari instansi telmis terkait.

IIl. PERSYARATAN PENCAIRAN

Persvaratan penceiran adalah persyaraian administrati? vang harus
dipenuhi sebagal dasar penerbitan Sural Perintah Membayar (SPM) oleh
KD,

1. Persyaratan pencairan bantuan keuangafnn untulk Pemerintah

Daerah lainnya

g. Hurat/neta permintesn penerbitan 5171 dan SPM darl SKPD
terkanl.

h. Burat Keputusan Bupat] Natuna tentang Promeriniah Daerszh
Lainmya Penenma Banluan Keuangan.

e Balinanflelocopy rekening hank atas nama Permohon bantuan
keuanpHn

d. Proposal yane dilampin dengan  salman/olecopy KTR yang
masih berlals atas nama pemohon belanjz bantuan keuangan;

. Kuitansi, bermatcral cukup, ditandatangan dan dibubuhil cap
pemchon bantuan kenangsn serta dicantumban nama lengkap
penerima bantuan keuangan;

L Muleral Rpo.000,- sebanyak & lemhar,

Boural PLTH'-.-'d.Ld.d.l‘l Tangegung Jawah Mutlal: [BFT.IM].

2. Persvaratan pencairan bantuzn keuangan nnink Pemerintah

De=sa

a. Surat/nota pormintaan penerbitan SPP dan SPM dart S8KPD
terleadt.

2. Dihapus.

c. Dihapus.

d. Halinanffotocopy rekening bank atss nama Desa penerima
branluan kewangan,

e, Laporan perlanggingjawabwn dana bantuan keusngan tanun
sebeluminyva.

[ Kuitansi, bermalersi cokup, ditandatangani dan dibubuhi cap
pcmchon bantuan kcouangsn scrta dicantumkan nama lengkap
penerima bantuan keuangan;

g Materai Rph, 000, - sebanyak & lembar;

h. Bural Pernvalzan Tangeung Jawab Muatlak (SPTIM).

3. Pargsyaratan pencairan bantuan kevangan untuk Partai Politik

1. Burat/nola permintazan penerbitan BPP dan 53I'M dan SKPD
torleat,

b, Surar Koputusan Bupatl Natunaz leniang Partai Politik Penerima

Bantuan Keuangan can bosarannya.

Hu'pnunnnm




c. Salinan/fotocopy rekening bank atas nama Partai  Politik
penerima bantuan keuangan.

d. Laporan pertanggpungjawaban penggunaan  dena  bantuen
keuangan tahun sebelumnya.

e. Kuitansgi, bermaterai culkup, ditandatangani dan dibubuhi cap
pemohon bantuen keuangan serta dicantumlan nama lenglap
penerima bantuan keuangan;

f. Maleran Rpb.000, - sebanyak & lembar;

g, Surat Pemyataan Tanggung Jawah Mutlak (SPT.IM).

FARAFHODRDNAS)




Lampiran 1T Peraturan Bupatl Namna
DNormor

Tanggal

SURAT/NOTA PERMINTAAN FENERBITAN BPF DAN SFM

Momaor : e g e e SRR,
Sifat ; Kepada Yth.
Lampiran : Pejabat Pengelela Kenangan Dagrah

Perihal ©  Permintaan Poenerbitan SPP
dan SP'M Bantuen Keuangon, <i-

Bersama ini seini sampaikan perfnintaan p-:,n-::rhitan 2PP

dan BPW Bantuan Eeuangen scjunlash Fp... e

fer e, TUpAR)  yuEnE dpemmuldmn k::pm]ﬂ

}:Jermame.t:m daemh latnya  /pemeriniah dese/pariat polihk"

vang disertal dengan lampiran yang menl]:naka_n

'I:uagm 3rr:1ng 11da1-: terpisahkan dari surat/nela permintaan ind

sebagal berikuarl:

1. MNomaor Rekening Bank Penerima bantuan keuangan;

2. Falea integrilgs dari pencrima banman  kbouangsn yang
menyaiakan bahwa bantuzn keuangan yang diterima akan
digunakan scsual dengan usulan yang ditbangkan dalam
STPJIM;

a, Kwitansi tenda terime;

i3

Lampiran sebagmimana tersebut diatas teleh dicelit dan

sceuEl dengan kelentuan yane berlaku,
Dremikian untuk maklarm.

Kepala BKPD .....e -

| _P-RAFKOOROINASH
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Moo
Larmpiran:
Penhal

Lampiran III  Peraturan Bupati Natuna
Nomor

Tanggal

REKOMENDASI PERGANGGARAN DARI1 SKPD

=nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Kepada :
Yih. Bupatl Natuns

: Rekomendasifusilan  ¢g. TAPD Kabupaten Nabuna

bantuan keuangat di
Hanai

Bersama ini kami sampaikan rekomcndasi/usulan

bantusarnt Keuanpgamn ... untuk tabun angparan 20%x
kepada Bupeti melalui TAFTY untuk dijacdiken pertimbangan

pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS

{daftar releap (erlampir).
Demikian rekomendasi ini kami  sampaikan, unluk

dipergunakan schagaimana mestinye.

Kepaola 8K,

Nama
MIP.

A dizsesunikan dengan peruntuian

[ PERARADDADWA g
SR IS DR AN
EAEET=
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Lampiran IV Perawuran Bupati Natuna
Moot
Tanggal

REKAPITULABI USULAN
Bﬁﬂmﬂ EUA.HGAN EsssmnsenennnennennnnnneidEdddddddnd+E0an

EPM'& Eml LI LIER IR LR LY |

Nauna
NIP.
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Lamairan V. Peraturan Bupail Naluna
Nornor
Tanpeal

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE MUTLAK (SPT.JM)

lombang
Nama Lembaga’ Grganisasi Pelaksana)

SLRAT PEENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Sehubungan dengan pengajuan  proposal  perminesn  Belonjo
Bantuar  Keuangar  vang  koami  ajukan,  yang d[a&tujui sebesar
3+ SR A R o -~ Terbtlang > .00 OGN .. - [
skun komid soya?) punakan sesual dengan Prnpusal }ang l-:an'l #jukan, dan
dengan im menyalakan dengan sebenarnya bahwa
1. Bertangeungjawab Mullak lethadap pongsunaan Belanje Banfwor

Eeunngat sebeaar erselurn diates;

2, Jumlah usng terschur diwas tides akon dipergunalman unluk
memoiaval  pengelustan-pengeluaran yang  tidak  sesual dengan
peratiran dan lketentuan yvang berlaku;

3. Bersedia memenuhi kewajiban berdusarkan Peraturan Bupat! Natuna
Momor ... Tahun 2boc tentang l'ats Cars Penganggaran, Pelalsanaan
den Penaleusahaan, Pertangsungjawabsn dan  Pelaperan Bantuan
Kenatgan seavai detygan Pasel 13 ayat (1], [2], (3) dan (4);

4, Laporan penggunaan dane merupaken bulkti fisilt vane menjach
tangzung jawadb mullak kamidsoyo®) selalu penerima bantuan;

6. Berscdia dan kourporalil terbadap auditor/pemeriksa  yang akan
melakukan pemeriksasn aas keabsahan Laporan pelaksanasn kegiatan
vang kemy/sayat) sampaikan dengan menunjulan bube fizik atas
pengganaan dana barmtuan.

Demikian Swrat Poroyataan ini dibual dengan sehenarnya untuk
melenglkapl persyaraton pencairan permintaan belowjd bastiah Keuangorn,
dar sewakri-wakm bersedin dilakukan pomeridisasn oleh mhek yang
bereenang alas belanja bonfuan keuangen vane kaml lerima sebesar
lersebul diatas sesual peralusan dan ketentuan vang berlakoa.

znama keta, tanegsl, bulan, tahun=
Yang Menearima

Kama ; <Noma Lenghap copes
A LRI 3 s G i ey

Y] disesuathan dergan peruntukon
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